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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067). 

Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017, tanggal 10 November 2017. 

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 27 

Desember 2017. 


